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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang 

melebihi batas kesanggupan. Karena ‘Allah tidak akan membebani seseorang 

melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya’.” (QS. Al-Baqarah: 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan pesat era digital telah mendorong transformasi signifikan 

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pembayaran. Kemudahan 

transaksi elektronik telah menggeser dominasi uang tunai, memungkinkan 

masyarakat melakukan pembayaran kapan pun dan di mana pun secara lebih 

efisien. Sederhananya, uang elektronik merupakan representasi digital dari nilai 

tukar yang tersimpan dalam media elektronik. 

Sebelum dapat digunakan untuk transaksi, pengguna diharuskan 

menyetorkan dana ke penerbit yang kemudian disimpan dalam media 

elektronik. Setiap transaksi akan mengurangi nilai saldo elektronik ini, yang 

dapat diisi ulang secara online melalui pasar elektronik.1 

Dana, Ovo, Gopay, dan T-cash adalah beberapa penyedia e-wallet yang 

terkenal. Penulis penelitian ini memusatkan perhatian pada situasi pengguna 

dompet elektronik Dana yang mengalami kerugian akibat penggunaan e-wallet 

ini. Kerugian ini bisa bersifat material, artinya pengguna sendiri yang 

merasakannya, atau bisa juga tidak berwujud, seperti ketika kata-kata “berhasil” 

muncul di laporan bank mereka tetapi sebenarnya dipotong dari saldo dompet 

elektronik mereka. 

 

 

1 Bank Indonesia, “Apa Itu Uang Elektronik?” Diakses 
dari https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx pada tanggal 24-08- 
2022 

1 

https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx


2 
 

 
Kerugian material termasuk tidak menerima layanan yang dipilih dan dana 

terpotong dari saldo e-wallet pengguna, dan kerugian immaterial seperti merasa 

kecewa dan tidak nyaman karena layanan pelanggan e-wallet Dana sangat 

lambat, membuang-buang waktu pengguna dan mengurangi kepercayaan dan 

minat untuk menggunakan layanan tersebut. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diterbitkan pada 13 

April 2009 menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan uang elektronik 

seperti E-Wallet Dana.2 Sesuai regulasi yang berlaku, E-money secara resmi 

ditetapkan sebagai instrumen pembayaran yang memenuhi sejumlah kriteria 

spesifik:3 

1. Investasi awal pemegang kepada penerbit menentukan nilai obligasi yang 

diterbitkan. 

2. Sebuah media, seperti server atau chip, menyimpan nilai uang secara 

elektronik. 

3. Dibayarkan pada bisnis yang bukan pencipta uang digital. 

 

4. Jumlah uang elektronik yang dipegang dan dikelola oleh penerbit tidak 

dianggap sebagai simpanan menurut undang-undang perbankan. 

Transaksi teknologi informasi sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang- 

Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

 

 

2 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (Electronik Money). 
Nomor 11/12/PBI/2009. 

3 Devi Kartika Sari,”Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah 
Uang Beredar Di Indonesia”. Diakses dari http://ebc.upnjatim.ac.id/index.php/ebc pada tanggal 
28-08-2022 

http://ebc.upnjatim.ac.id/index.php/ebc
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Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penggunaan 

komputer, jaringan komputer, dan bentuk media elektronik lainnya untuk 

melakukan bisnis yang sah didefinisikan sebagai transaksi elektronik. 4 

Transaksi elektronik adalah suatu mekanisme dan proses bisnis secara 

elektronik, yang menghubungkan perusahaan, komunitas dan konsumen 

tertentu dalam menyediakan barang, jasa pengambil alih hak, kontrak dan 

pembayaran melalui transaksi digital/elektronik. 

Sebagai media penyimpanan uang elektronik untuk transaksi, dompet 

digital telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 

Tahun 2016, Pasal 1 angka 7 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 

Pembayaran, dan didefinisikan sebagai wadah elektronik.5 Karena teknologi 

digital memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, terutama saat bertransaksi 

dari jarak jauh, dompet digital berperan penting dalam perkembangan digital 

sebagai alat transaksi.6 

Seperti halnya dompet tradisional, pengguna dompet digital dapat 

menyimpan dana mereka di akun yang mirip dengan rekening bank; untuk 

membuka akun, pengguna cukup mendaftar dengan penyedia dompet digital. 

 

 

 

 

 

4 Indonesia, Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 10 Tahun 2016, LN. No. 58 Tahun 2008, 
TLN, No. 4843 

5 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentangg Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 
Pembayaran, Nomor 18/40/PBI/2016,LN.2016/No.236 

6 Fiona Pappano Naomi, Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau dari 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9 No.1,2020, hlm.25. 
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Kemudian, mereka dapat mendanai akun mereka dengan berbagai metode 

pembayaran, termasuk kartu debit dan kredit, rekening bank, dan banyak lagi.7 

“Pembayaran digital” mengacu pada pengiriman dana secara elektronik. 

Baik pengirim maupun penerima pembayaran digital menggunakan sarana 

digital untuk mengirim dan menerima dana. Karena pembayaran digital tidak 

melibatkan mata uang, pembayaran ini juga dikenal sebagai pembayaran 

elektronik. Pembayaran digital adalah cara yang cepat dan mudah untuk 

melakukan pembayaran karena semuanya dilakukan secara online.8 

Ada banyak sekali penyedia dompet digital di Indonesia, termasuk dompet 

elektronik, yang merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang menyimpan 

detail keuangan seperti nomor kartu kredit atau kartu debit.. Istilah “DANA” 

dapat berarti uang atau anggaran. Modal di sebuah perusahaan yang dikelola 

oleh angel investor adalah definisi lain dari DANA. Sebagian dari misi DANA 

diwujudkan dalam gagasan ini. Pengeluaran yang berarti, bukan pengeluaran 

yang sia-sia, adalah anggaran DANA. Arti DANA dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia sejalan dengan hal ini. 

Jika pada saat transaksi terjadi kegagalan pada jaringan internet, maka akan 

terganggu pada saat kejadian. Jika pada saat menggunakan transaksi pada 

platform pembayaran seperti DANA ini gagal maka tanggung jawab biasanya 

berada pada penyedia platform tersebut dengan menghubungi CS DANA. 

 

7 Sulistyowati Rini, “Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Dompet Digital”. Vol. 4 
hlm.20 Diakses dari http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/isoquant pada tanggal 25-08- 
2022 

8 Ibid, hlm.4. 

http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/isoquant
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Namun, jika transaksi gagal karena kesalahan pengguna atau human error 

misalnya salah memasukkan nomor rekening atau informasi yang salah maka 

tanggung jawabnya berada pada pengguna itu sendiri, dalam hal ini pengguna 

harus menghubungi penyedia layanan agar dapat membantu untuk memperbaiki 

kesalahan tersebut. 

Keluhan pengguna terkait masalah server pada layanan aplikasi DANA 

merupakan hal yang biasa terjadi, padahal banyak fitur dan manfaat yang 

berguna dan didapatkan oleh pengguna dari penggunaan aplikasi DANA. 

Bahkan saldo akun DANA pengguna bisa saja terdebet atau berkurang, 

sehingga transaksi bisa saja gagal. 

Penundaan pengembalian dana, pengguna tidak mendapatkan kompensasi, 

dan balasan yang buruk terhadap keluhan pengguna adalah contoh bagaimana 

DANA sering mengabaikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh konsumen. 

Untuk melawan maraknya teknologi finansial, konsumen perlu tahu bahwa 

mereka dapat mempercayai dompet digital dan transaksi online yang aman. 

Seorang pengguna aplikasi DANA bernama Muh Rusman merupakan salah 

satu orang yang menjadi korban. Ia mentransfer uang sebesar Rp1.920.000 ke 

Bank Mandiri pada Sabtu, 19 November 2022, pukul 23.50 WITA, 

menggunakan aplikasi dompet digital DANA. Meskipun saldo rekeningnya 

terpotong, namun pada laporan transaksi tertulis bahwa transaksi tersebut gagal. 



6 
 

 

Ia pun menghubungi teman yang ingin ia kirimi uang tersebut, namun belum 

mendapatkan jawaban.9 

Beliau menyampaikan pengaduan ini melalui DANA Digital Assistant. 

WhatsApp DANACare dan alamat email help@dana.id kemudian dibalas 

dengan screenshot sebagai bukti acara. Setelah itu mereka disuruh menunggu 5 

hari kerja. Tanggapan dari keluhan tersebut pada tanggal 24 November 2022 

dan lagi setelah mendapat tanggapan disuruh menunggu 5 hari kerja lagi sampai 

30 November 2022 namun sampai surat ini dikirim proses refund atau 

pengembalian belum selesai walaupun waktunya cukup lama yaitu 19 hari 

kalender. Ia berharap DANA CS segera membayar proses refund karena sangat 

berguna sekali untuk ia gunakan.10 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 

menyatakan bahwa pengguna harus dilindungi dari bahaya. Semua tindakan 

untuk melindungi pelanggan secara hukum disebut perlindungan konsumen.11 

Server yang eror tentunya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi 

pengguna. Gangguan server telah merugikan kenyamanan konsumen, sehingga 

hak konsumen atas kenyamanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Huruf a 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah 

dilanggar. 

 

9 Muh Rusman, Gagal Transaksi Refund Aplikasi DANA Indonesia, diakses dari 
https://mediakonsumen.com/2022/12/09/surat-pembaca/gagal-transaksi-refund-aplikasi-dana- 
indonesia 

10 Ibid, hlm.6. 
11 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 

Tahun 1999, TLN. No. 3821 

mailto:help@dana.id
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Oleh karena itu, pengguna harus dilindungi secara hukum agar terhindar 

dari bahaya. Pengguna tidak boleh lagi merasa tidak puas dengan layanan yang 

lamban dan penyelesaian masalah ketika hal ini melanggar hak-hak mereka. 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999 tentang hak-hak konsumen. Berdasarkan permasalahan di atas, maka 

penulis ingin mengkaji penelitian skripsi yang berjudul: PERLINDUNGAN 

HUKUM AKIBAT KEGAGALAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

TERHADAP PEMBELI YANG DIRUGIKAN MELALUI APLIKASI E- 

WALLET DANA. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, penelitian ini secara khusus 

ingin mengungkap: 

1. Bagaimana sistem pembayaran Aplikasi e-wallet DANA di Indonesia ? 

 

2. Bagaimana perlindungan hukum pembeli akibat kegagalan transaksi 

dompet digital DANA? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Dengan mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengidentifikasi dan mempelajari mekanisme pembayaran Aplikasi 

DANA sebagai e-wallet di Indonesia. 

2. Untuk menentukan kepastian hukum perlindungan konsumen dalam 

dompet digital DANA atas kerugian kegagalan transaksi. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Tujuan penelitian yang telah disebutkan akan membantu para penulis dan 

pembaca, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu 

hukum, khususnya hukum perdata, dan menjadi referensi bagi penyelenggara 

sistem pembayaran di Indonesia. Khususnya untuk melindungi pengguna 

dompet digital DANA. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Penulis 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan pemecahan 

masalah dan sebagai syarat kelulusan penulis dalam meraih gelar sarjana 

hukum. 

b. Bagi Konsumen 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengedukasi pelanggan layanan aplikasi 

DANA agar tidak dirugikan oleh kegagalan transaksi. 

c. Bagi Platform E-Commerce 

 

Penjelasan ini diharapkan dapat membantu penyedia layanan aplikasi 

DANA memahami hukum untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan mereka. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian merupakan landasan penelitian, menggambarkan 

batasan penelitian, mempersempit masalah dan membatasi bidang penelitian.12 

Penelitian ini dibatasi pada karakteristik dan kepastian hukum kontrak transaksi 

elektronik yang menggunakan layanan dompet digital DANA untuk melindungi 

konsumen yang mengalami kegagalan transaksi. 

F. Kerangka Teori 

 

1. Teori Kebebasan Berkontrak 

Hak asasi untuk berserikat mengandung hak dasar setiap individu yang 

secara langsung berimplikasi pada kebebasan berkontrak. Melalui kebebasan 

berserikat, individu memiliki kuasa untuk menentukan dengan siapa dan dalam 

bentuk apa mereka akan menjalin hubungan hukum perjanjian. 

Fleksibilitas perjanjian ialah prinsip dasar yang diakui dalam Pasal 1338 

KUH Perdata. Para pihak diberikan kebebasan penuh untuk merumuskan isi 

perjanjian, mulai dari syarat-syarat hingga pilihan hukum yang berlaku. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Asser Rutten yang menyatakan bahwa kebebasan 

berkontrak memberikan ruang yang luas bagi individu untuk menentukan nasib 

hukum.13 

Hukum membatasi kebebasan ini. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa  pembatasan  kebebasan  berkontrak 

 
 

 

hlm.111. 

12 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2012, 
 
13 Asser Rutten, Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak di indonesia, Program 

Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.148. 
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diperbolehkan jika memenuhi persyaratan keabsahan kontrak : 14 “Adanya 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Harus mempunyai objek ketentuan 

atau hal tertentu. Suatu sebab yang halal. Adanya kesepakatan dari antara para 

pihak;” 

Asas kebebasan berkontrak memberi pengaruh pada hukum kontrak, 

dengan adanya asas kebebasan berkontrak maka hukum kontrak menjadi lebih 

leluasa karena dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, 

khususnya masyarakat yang hidup pada zaman modern, dimana kontrak- 

kontrak yang tidak diatur. Hukum dapat dibuat oleh rakyat sendiri sesuai dengan 

kepentingannya. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

 

Agar setiap orang mendapatkan manfaat penuh dari hak-hak yang diberikan 

oleh hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum 

diberlakukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar.15 

Perlindungan hukum bagi masyarakat menurut Philipus M. Hadjon 

merupakan bentuk tindakan pemerintah yang bersifat represif dan preventif. 

Perlindungan hukum yang bersifat represif berusaha untuk menghindari 

konflik, termasuk manipulasi di dalam sistem peradilan, sedangkan 

perlindungan hukum yang bersifat preventif mengarahkan tindakan pemerintah 

untuk membuat keputusan yang baik berdasarkan penilaiannya.16 Perlindungan 

 

14 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata buku III Hukum Perikatan dengan 
penjelasan. Bandung : Alumni 1996 

15 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.69. 
16 Ibid. hlm.54. 
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hukum preventif dan perlindungan huum preventif di jelaskan sebagai berikut 

:17 

 

 

a. Perlindungan hukum dengan tujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi, 

sering dikenal sebagai perlindungan hukum preventif. Seperti halnya 

pembatasan dan ketentuan hukum yang melarang pelanggaran, 

b. Sanksi hukum diterapkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang telah 

terjadi, yang dikenal sebagai perlindungan hukum represif. 

Definisi hukum yang dikemukakan para pakar hukum menunjukkan 

kesamaan pandangan, yakni hukum ialah sistem norma yang mengatur tingkah 

laku manusia dalam bermasyarakat.18 

3. Teori Keseimbangan Hak 

 

Konsep kesetaraan, yang mengandung dalam bahasa Inggris diterjemahkan 

sebagai 'equality' atau 'equivalence', dan dalam bahasa Belanda sebagai 

'evenwicht', merujuk pada suatu keadaan di mana terdapat persamaan nilai, hak, 

atau posisi antara individu atau kelompok.19 Asas keseimbangan dicapai ketika 

para pihak dalam kontrak memiliki kebebasan berdasarkan KUH Perdata Pasal 

1338. Pasal 1338 KUHPerdata mencantumkan kebebasan yang harus diimbangi 

 

 

 

 

 

 

17 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Magister 
Ilmu Hukum Program Pasca Sarja Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.20. 

18 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan area University Press, Medan, 
2012, hlm.5-6. 

19 Agus Yudho Herneko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 
Komersial, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.26. 
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dengan upaya-upaya yang memungkinkannya selama tidak melanggar undang- 

undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. 

Proses kontrak yang ideal harus menguntungkan semua pihak dan melayani 

kepentingan mereka secara adil. Proses kontrak tidak boleh merugikan salah 

satu pihak atau pihak-pihak yang berkontrak.20 Oleh karena itu perlu adanya 

keseimbangan hak agar pembagian hak dan tanggung jawab antar pihak dapat 

berlangsung dengan baik dan tepat. 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian hukum 

normatif. Studi kepustakaan dan data sekunder digunakan dalam penelitian 

peraturan perundang-undangan. 21 Mempelajari bahan-bahan tersebut secara 

sistematis untuk mendapatkan kesimpulan atas masalah yang ada. Dalam studi 

hukum normatif, prinsip-prinsip konseptual atau norma-norma yang 

menawarkan perilaku manusia yang tepat dan nyaman sebagaimana ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan.22 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang akan diapliikasikan oleh penneliti adalah 

sebagai berikut : 

 

 

20 Ibid, hlm.2. 
21 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 

Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13. 
22 Amiruddin dan H. Zainall Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118. 
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

 

Perbuatan hukum diselidiki sebagai objek dan subjek penelitian 

normatif, oleh karena itu diperlukan metode perundang-undangan. 23 

Pendekatan hukum (Statue Approach) dilakukan dengan melihat seluruh 

peraturan perundang-undangan yang penting dalam permasalahan hukum.24 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) merupakan suatu 

pendekatan yang berbeda dengan kedudukan dan doktrin yang 

dikembangkan dalam ilmu hukum untuk menemukan gagasan-gagasan 

yang melahirkan konsep-konsep, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang 

bermakna untuk dijadikan sandaran dalam menyelesaikan persoalan- 

persoalan hukum yang terlibat dalam penyelesaian argumentasi hukum.25 

3. Bahan Hukum 

 

Berdasarkan kekuatan ikatannya, Romy Hanitijo Soemitro 

mengklasifikasikan data sekunder menjadi tiga kategori utama, yakni bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier.26 

a. Bahan Hukum Primer 
 

 

 

 

 

 

23 Johny Ibrahim. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, 
Malang, 2006, hlm.26. 

24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta, 2013, hlm.133. 

25 Ibid, hlm.135-136 
26 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003, hlm.66-67. 
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Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa bahan hukum primer 

diakui sebagai sumber hukum yang memiliki otoritas tertinggi.27 

Kekuatan mengikat bahan hukum primer seperti Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 

18/40/PBI/2016 telah diakui dalam sistem hukum Indonesia. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Sebagai pelengkap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

hadir untuk memberikan analisis mendalam dan pemahaman komprehensif 

terhadap suatu isu hukum. Berbeda dengan dokumen hukum resmi, bahan 

sekunder merupakan publikasi hukum yang dihasilkan dari kajian 

mendalam para ahli hukum. Beberapa contoh bahan hukum sekunder yang 

sering digunakan antara lain jurnal hukum, buku-buku referensi, karya 

ilmiah, serta hasil penelitian terkini yang relevan dengan topik kajian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Sebagai pelengkap, bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa 

Indonesia, artikel, majalah, media masa, internet, dan kamus hukum 

 

 

 

 

27 Ibid, hlm.67. 
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berfungsi memberikan pedoman serta penjelasan tambahan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Studi ini akan memanfaatkan teknik studi kepustakaan sebagai 

metode utama dalam pengumpulan data. Dengan menelaah berbagai sumber 

tertulis, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai topik yang diteliti.28 

5. Analisis Bahan Hukum 

Berdasarkan temuan studi kepustakaan, analisis kualitatif dilakukan 

untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam studi ini dengan 

merujuk pada regulasi. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Studi ini menerapkan metode Induktif yaitu menarik kesimpulan 

dari suatu pernyataan umum kek pernyataan khusus. 29 Hal ini 

menggambarkan bahwa pendekatan induktif ialah pendekatan yang diawali 

dari fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya penulis menganalisis 

fakta yang ditemukan hingga hukum yang sesuai lalu kemudian ditarik 

kesimpulan berdarsakan penelitian tersebut.30 

 

 

 
 

 

 

hlm.37. 

28 Moch Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.111. 
29 Bahrer Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Maju, Bandung, 2008, 

 
30Erliana Hasan. Filsafat Ilmu dan Metodologi Ilmu Pemerintahan. Bandung: Galia, 2011. 

Indonesia. hlm. 174 
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